BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hal penting
dalam negara hukum adalah komitmen dan penghargaan terhadap hak asasi
manusia serta jaminan kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum.
Seperti yang termaktub di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.% Hukum
merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan
tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki
oleh hukum. Memang terdapat kajian hukum yang berkaitan dengan
masyarakat dan merupakan bagian dari ilmu hukum, namun tidak disebut
sebagai sosiologi hukum melainkan disebut sebagai Sociologi Jurispudence.?

Pelaksanaan hukum bisa berjalan secara normal dan damai, namun bisa
juga terjadi akibat pelanggaran. Dalam situasi tersebut, hukum yang dilanggar
harus ditegakkan, karena melalui penegakan hukum itulah hukum diwujudkan
dalam kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus
diperhatikan, vyaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan
(zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).® Norma adalah suatu kaidah
atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma yang memiliki sanksi
yang tegas dan nyata adalah norma hukum, karena sanksi bagi yang melanggar
norma hukum ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.*

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip
moral dan etika. Perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu dapat

menimbulkan persoalan hukum. Meskipun banyak tindakan kejahatan yang
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diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan tetap
dianggap sebagai perilaku yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya
untuk mengatasi kejahatan, agar kita dapat membangun masyarakat yang lebih
tertib dan aman.® Tindak pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan
hukum yang dilakukan oleh individu dan layak dikenakan sanksi sesuai
dengan kesalahan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Secara ringkas,
tindak pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang seharusnya
mendatangkan hukuman bagi pelakunya. Semua perilaku warga negara, baik
dari pihak pemeritah maupun masyarakat, harus berlandaskan hukum yang
berlaku di negara itu.®

Kejahatan yang tergolong kriminal, meskipun telah banyak diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara khusus mengatur
konsekuensinya, tetap merupakan cerminan dari sikap manusia.’ Beragam
jenis kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Indonesia mencerminkan
bagaimana perkembangan zaman memepengaruhi tindak pidana. Pencurian
salah satu contoh jenis kejahatan yang sering terjadi di lingkungan kita. 8

Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan yang muncul di tengah
masyarakat. Karena faktor perekonomian yang rendah dan kebutuhan hidup
yang mendesak, pelaku memilih cara yang paling gampang dan cepat, yaitu
mencuri barang milik orang lain yang seharusnya tidak menjadi haknya.®
Pencurian adalah aktivitas ilegal yang sering kali terjadi di banyak negara,
termasuk di Indoesia. Pencurian merupakan salah satu tindakan yang melawan
hukum. Dalam KUHP (kitab Undang-Undang Pidana), pencurian dapat dijerat
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barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dikenai
sanksi pidana berupa penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal
sembilan ratus rupiah.'°

Penerapan Keadilan Restoratif dalam menangani kasus pencurian kecil di
Indonesia kini menjadi sorotan masyarakat. Ini dimulai dengan laporan
tentang banyaknya kasus pencurian di mana barang curian yang dijadikan
bukti memiliki nilai yang rendah sehingga diadili di Pengadilan. Masyarakat
kemudian menyoroti ketidakadilan jika kasus-kasus ini dapat terancam dengan
hukuman lima tahun, sesuai yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak
sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Penyelesaian kasus dengan
pendekatan keadilan restoratif harus dapat mencapai solusi yang adil dan
memberikan manfaat bagi kedua pihak, yaitu korban dan pelaku.'!

Keadilan restoratif memberikan keuntungan bagi korban melalui pemberdayaan
dengan memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, melibatkan mereka secara
aktif dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dalam praktiknya,
penerapan keadilan restoratif harus ditawarkan kepada semua pihak dan tidak
diperlakukan sebagai layanan otomatis karena bergantung pada partisipasi
sukarela. Prinsip inti dari keadilan restoratif adalah untuk membangun
perdamaian di antara pelaku, korban, dan masyarakat berdasarkan pemulihan
kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Mengingat banyaknya
manfaat yang terkait dengan penyelesaian kasus pidana melalui keadilan
restoratif, rincian lebih lanjut akan diuraikan mengenai penyelidikan dan
penuntutan masalah pidana yang diselesaikan dengan menggunakan keadilan
restoratif sebagai sarana reformasi dalam evolusi hukum pidana di Indonesia.?

Pendekatan keadilan restoratif adalah suatu metode yang lebih
memfokuskan diri pada penciptaan keadilan dan keseimbangan antara pelaku

kejahatan dan korban. Proses pengadilan dan hukum yang awalnya
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menekankan pada hukuman bertransformasi menjadi dialog dan mediasi
supaya tercapai kesepakatan yang lebih adil dan seimbang bagi terdakwa dan
korban. Konsep keadilan restoratif menggambarkan keadilan yang berfungsi
untuk memperbaiki, di mana proses penegakan hukum tradisional mengenal
adanya restitusi atau kompensasi bagi korban, sementara restorasi memiliki
makna yang jauh lebih luas.

Konsep ini timbul akibat adanya cacat pada sistem peradilan pidana. Cacat
tersebut dapat dilihat dari cara pemidanaan saat ini yang mencabut hak untuk
bebas, di mana hal ini dianggap menghasilkan berbagai efek negatif seperti
proses dehumanisasi narapidana yang tidak efektif, sehingga mereka
mengalami kesulitan untuk melanjutkan hidup setelah masa penahanan. Sel
penjara menciptakan sikap kriminal di antara para narapidana. Bagi mereka
yang menjalani hukuman singkat, proses reintegrasi tidak berjalan optimal,
dan yang terakhir adalah munculnya pandangan negatif dari masyarakat
terhadap narapidana. 4

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif
dimana partisipasi para pihak merupakan bagian yang penting. Prinsip
keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat
menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang
berbeda-beda dalam berbagai situasi.®> Dalam kerangka keadilan restoratif,
prosedur hukum dan sistem peradilan yang berorientasi pada hukuman diubah
menjadi proses diskusi dan mediasi guna mencapai kesepakatan atas
penyelesaian kasus kejahatan yang lebih adil dan berimbang bagi korban

maupun pelaku.'®
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Sementara itu, salah satu cara untuk menyelesaikan kasus adalah melalui
perjanjian damai dan pencabutan hak tuntut dari pihak korban, yang perlu
ditujukan untuk mendapatkan penetapan dari hakim melalui jaksa penuntut
umum, agar kewenangan tuntut dari korban dan jaksa penuntut umum dapat
dicabut. Merujuk pada Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020, pemanggilan
umum diberikan kewenangan untuk menghentikan proses pemanggilan
terhadap tersangka dalam beberapa kasus demi mencapai keadilan dan
manfaat. Pada Pasal 3 ayat (1), dinyatakan bahwa kesimpulan umum memiliki
kekuasaan untuk menutup suatu perkara demi kepentingan hukum. Ketentuan
mengenai kepentingan hukum terdapat dalam Pasal 3 ayat ( 2 ), yang
mencakup kondisi-kondisi seperti kematian tersangka, pengungkapannya,
adanya putusan yang sudah ditetapkan, pencabutan pengaduan, serta
penyelesaian yang terjadi di luar jalur pengadilan. Selanjutnya, janjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perja No0.15 Tahun 2020 dilakukan
berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan masyarakat, proporsionalitas, dan
memprioritaskan kejahatan sebagai solusi terakhir yang cepat, sederhana, serta
hemat biaya.'’

Regulasi ini merupakan salah satu terobosan dari Jaksa Agung Sanitiar
Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umum.
Kebijakan ini dipromosikan oleh ST Burhanuddin di tingkat internasional.
Dalam acara bertajuk “Pendekatan Terpadu untuk Tantangan Menghadapi
Sistem Peradilan Pidana”, pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pidana
Indonesia dipandang sebagai metode yang menyatu dari proses penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, hingga keputusan pengadilan. Burhanuddin
mengungkapkan bahwa keadilan restoratif dapat mengurangi waktu proses
peradilan yang lama serta membantu menyelesaikan permasalahan kelebihan
kapasitas masyarakat di lembaga pemasyarakatan. Dengan pencapaian ini,
pilar reformasi dalam Jaksa Agung kembali mendapatkan momentum. Namun,

dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kredibilitas kejaksaan.
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Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, kita tidak boleh hanya sekedar
memikirkan kepastian hukum dan prosedur keadilan, sehingga mengabaikan
keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan utama hukum. Sebagai
pengingat, kita harus ingat bahwa Equm et bonum est lex legum (apa yang adil
dan baik adalah hukum yang benar). Dalam konteks sistem pidana di
Indonesia, kewenangan dalam proses penyidikan dipegang oleh Kepolisian,
wewenang untuk mengeluarkan surat perintah dipegang oleh Kejaksaan, dan
wewenang untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman berada di tangan
Pengadilan , yang dapat berfungsi secara mandiri.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai satuan pemerintahan dalam struktur
kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan memiliki otoritas untuk
melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Dalam proses
pembuatannya, Jaksa bertindak mewakili negara dan bertanggung jawab
sesuai dengan hierarki yang berlaku. Dalam melaksanakan pemanggilan, Jaksa
wajib memiliki alat bukti yang sah, demi mencapai keadilan dan kebenaran
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.8

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti,
di antaranya: Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Agus Setiawan
dengan judul “Restorative Juistice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan
Berupa Pencurian ditingkat Penuntutan” yang membahas mengenai proses
penuntutan di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam tindak pidana pencurian
yang berdasarkan asas dominus litis, serta sesuai dengan mekanisme
pelaksanaan restorative justice yang dilaksanakan di tingkat kejaksaan
berrdasarkan Perja (Peraturan Kejaksaan) Nomor 15 tahun 2020.

Selanjutnya Penilitian terdahulu yang dilakukan oleh Ridwan Syafaat Yori,
Aria zurnetti, dan Nani Mulyati dengan Judul “Penerapan Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana
Pencurian dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan” yang

membahas mengenai penghentian penuntut terhadap pelaku tindak pidana
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pencurian dengan pemberatan Pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam penerapan keadilan restoratif pada
kasus ini dipengaruhi oleh sejumlah elemen, yaitu aspek hukum, pelaksana
hukum, infrastruktur dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum yang ada.
Mengacu pada elemen-elemen itu, Jaksa Penuntut Umum juga meninjau
prinsip-prinsip prinsip keadilan restoratif yang tercantum dalam Pasal 4
Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, yang merupakan materi
persyaratan untuk menghentikan transmisian berdasarkan keadilan restoratif.
Selain itu, mereka juga mempertimbangkan untuk menempatkan hati nurani
utama, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh pemanggilan umum sebagai
pengatur posisi suatu perkara. Tidak ada hati nurani ini krusial untuk
menyeimbangkan maksud dari hukum. Pertimbangan yang tepat dapat
berpengaruh besar pada kedua proses dan hasil dari penegakan hukum pidana
tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iklimah Dinda Indiyani Adiesta
dengan Judul “Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian
Kasus Tindak Pidana Ringan” yang membahas proses restorative Justice
menjadi inovasi dalam penyelesaian per kara pidana ringan tidak efisien bila
dijatunkan hukuman penjara karena lamanya masa hukuman yang singkat
dapat meningkatkan beban anggaran negara untuk merawat narapidana yang
terlibat dalam kejahatan ringan. Keadilan restoratif bisa diterapkan dalam
penyelesaian kejahatan ringan, hal ini berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama
antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan
HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, serta Kepala
Kepolisian Republik Indonesia mengenai Pelaksanaan Penerapan Penyusunan
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Proses Pemeriksaan Cepat,
serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Penelitian kali ini menitikberatkan pada kondisi lokal di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan, dengan
pendekatan berbasis wilayah yang dipergunakan untuk memepelajari

dinamika lokal dan menentukan kasus-kasus di setiap wilayah. Pendekatan ini



mencakup analisis terhadap penerapan restorative justice di tingkat penuntut
oleh kejakasaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian, untuk
mengisi kekosongan dalam studi yang berkaitan dengan penerapan praktis
kewenangan tersebut di tingkat daerah. Sementara itu, penelitian ini
menyarankan studi komparatif antar daerah, yaitu Kejaksaan Negeri
Kabupaten Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan. Penelitian ini
memberikan kesempatan untuk membandingkan perbedaan pendekatan
terhadap keberhasilan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian. Dalam penelitian terdahulu
hanya menitikberatkan dalam satu wilayah tanpa melakukan studi komparatif
antar wilayah. Penelitian ini menganalisis lebih medalam terhadap upaya
optimalisasi kewenangan kejaksaan dalam menangani kejahatan yang bersifat
kompleks dan berdampak luas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
memahami bagaimana pengaturan diterapkan dalam penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di tingkat daerah.
Dengan menganalisis secara langsung posisi di Kejaksaan Negeri Kabupaten
Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kuningan, penelitian ini dapat menggali
besarnya tantangan yang dihadapi kejaksaan dalam menjalankan tanggung
jawabnya sebagai penyidik tindak pidana pencurian. Maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai pengimplementasian dengan judul

“Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di
Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan

Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan).”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan di kaji adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana pengaturan Restorative Justice pada tindak pidana pencurian di
Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten

Kuningan?



2. Bagaimana implementasi Restorative Justice pada tindak pidana pencurian

di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten

Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Restorative Justice pada tindak pidana
pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Kejaksaan
Negeri Kabupaten Kuningan.

2. Untuk mengetahui implementasi Restorative Justice pada tindak pidana
pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Kejaksaan
Negeri Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis

a. Memperkaya teori hukum mengenai pengaturan Restorative Justice
pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan.

b. Membantu memahami lebih jauh implementasi Restorative Justice
pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Memberikan gambaran sejauh mana pengaturan Restorative Justice
menjalankan peran dalam tindak pidana pencurian.

b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam
implementasi Restorative Justice pada tindak pidana pencurian,
sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses
penegak hukum.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum
Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara

hukum yang berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara
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hanya menjaga hak- hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar.
Berdasarkan pandangan Kant, Negara Hukum yang dikehendaki
adalah sebuah negara yang memiliki unsur-unsur yaitu:

1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

2) Pemisahan Kekuasaan.

Selain Immanuel Kant, konsep Negara Hukum Eropa
Kontinental dikembangkan oleh, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan
lain-lain, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “Rechitstaat”.
Selanjutnya dengan menambahkan dua point dari pendapatnya pribadi,
Julius Stahl mengembangkan konsep negara hukum dari Kant, sehingga
mencakup empat elemen penting, yaitu:

1) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM),
2) Pembagian Kekuasaan.,
3) Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang.,
4) Peradilan Tata Usaha Negara.'®

Menurut Satjipto Rahardjo, negara hukum atau rechtsstaat
memiliki konsep yang lebih luas daripada sekadar peraturan hukum
yang tertulis. la memandang bahwa negara hukum bukan hanya
tentang kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga tentang terciptanya
keadilan yang substantif bagi masyarakat.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jhon Braithwaite seorang sosiologi dan ahli hukum,
dikenal kontribusinya dalam pengembangan konsep Restoraive justice
dalam teori mengemukakan teori kepastian hukum yang berfokus pada
hubungan antara keadilan, dan masyarakat di mana kepatian hukum
diartikan sebagai kondisi individu mendapatkan apa yang mereka
butuhkan dalam konteks hukum. Secara spesifik Braithwaitre
beragumen bahwa ketidakpastian dalam penegakan hukum dapat

mempengaruhi keadilan dan efektifitas sistem hukum.

19 Wiratmadinata Wiratmadinata, “Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum
Pancasila (NHP),” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 17, no. 1 (2022): 40-52,
https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072.
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Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice,
Braithwaite menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat berfungsi
sebagai alat untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif dan
mencegah kejahatan, serta memperbaiki hubungan antara korban,
pelaku, dan masyarakat. la menyoroti bahwa penegakan hukum yang
efektif harus melibatkan dialog dan partisipasi masyarakat, sehingga
menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum, serta
mengurangi perilaku kriminal melalui pendekatan yang lebih
manusiawi.

c. Teori Keadilan

Kata "keadilan" (iustitia) berasal dari istilah "adil," yang
menggambarkan sikap tidak memihak, berpihak pada kebenaran,
bersikap sewajarnya, serta tidak bertindak sewenang-wenang atau
berat sebelah. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan bentuk
kepantasan dalam tindakan manusia, yang dimaknai sebagai
keseimbangan antara dua ekstrem, yaitu berlebihan dan kekurangan.
Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang
tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka
masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama.
Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi
tersebut berarti ketidakadilan. Restorative Justice diasosiasikan sebagai
sebuah teori tentang keadilan yang menekankan pada perbaikan
penderitaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perilaku
kriminal.?°

Secara esensial, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada
tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Istilah ini berasal
dari kata “adil” yang berarti berada di tengah, tidak memihak, dan
tidak berat sebelah, serta mencerminkan kondisi di mana setiap

20 Muh. Ridha Hakim Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, Kajian Restorative Justice Dari Prespektif
Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim, Kencana, vol. 11, 2021,
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individu mendapatkan haknya agar dapat menjalankan kewajibannya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.?
2. Landasan Konseptual
a. Implementasi
Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Istilah
implementasi umumnya merujuk pada pelaksanaan suatu aktivitas
yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Implementasi
merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakaan, atau inovasi
dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik
berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.??
b. Restorative Justice
Restorative justice adalah proses penyelesaian pelanggaran hukum
dengan mempertemukan korban dan pelaku untuk berdialog, dibantu
mediator yang menjelaskan tindakan yang terjadi, dengan tujuan
memulihkan hubungan antara keduanya.?
c. Tindak Pidana
Pengertian tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang
kerap disebut sebagai strafbaarfeit, dan oleh para ahli hukum pidana
sering diistilahkan sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa
pidana, atau delik. peraturan perundang-undangan Negara Indonesia
pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.?*
d. Pencurian
Pencurian adalah bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat,

yang sering dilakukan pelaku karena faktor ekonomi dan kebutuhan

2L Riky Sembiring, “Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles,” Jurnal
Aktual Justice 3, no. 2 (2018): 139-55, https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539.

22 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Implementasi, 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi.

23 Azwad Rachmat, “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian
Perkara Tindak Pidana.”

24 Rianda Prima Putri, “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan
Hukum Di Indonesia,” Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia vol.1, no.
2 (2019): him 3-5.
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hidup, sehingga memilih jalan cepat dengan mengambil barang milik
orang lain secara tidak sah.?> Pencurian merupakan suatu tindakan
kriminal yang acap kali terjadi di berbagai negara, termasuk di
Indonesia. Pencurian merupakan salah satu tindakan atau perbuatan
yang bertentangan dengan hukum.2®
e. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga yang berdiri sendiri, terpisah dari
lembaga penegak hukum, pemerintahan, dan politik lainnya.
Kebebasan kejaksaan sebagai lembaga yang tidak berarti mengurangi
kemandiriannya dengan institusi lain, melainkan terbebas dari segala
bentuk campur tangan.?’ Penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas

nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki.?®

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan
sistematis mengenai keseluruhan karya ilmiah. Adapun penulisan karya ilmiah
ini berisi:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini, penulis dnegan membahas konteks
penulisan yang kemudian diikuti denga pemaparan permasalahan, tujuan,
serta manfaat dari penulisan tersebut, selain itu, juga dibahas kerangka teoritis
dan konseptual yang menjadi dasar penulisan, jadwal penelitian yang
direncanakan, serta penjelasan mengenai susunan pembahasan yang akan
dijabarkan.

Bab II Tinjauan Pustaka pada bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai
konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil
dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari implementasi, Pengertian

Tindak Pidana Pencurian dan Pengertian Restorative Justice serta teori-teori yang

25 Setiawan, op,cit.”

% Annis Nurwianti, Gunarto, “Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang.”

27 Hasbuddin Khalid Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma’ruf Hafidz, “Journal of Lex Philosophy
(JLP),” Journal of Lex Philosophy (JLP) 5, no. 1 (2024): 260-75.

28 Pane, “Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restorative Justice.”
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digunakan. Teori ini memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran namu
bukan kerangka pemikiran. Teori-teori harus bersumber dari buku teks, jurnal,
atau seri penerbitan lainnya. Termasuk kedalamnya hasil-hasil penelitian. Uraian
dalam tinjauan pustaka ini harus memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan
kerangka pemikiran dan masalah yang diteliti.

Bab III Mectode Penelitian Bab ini berisi metode yang akan digunakan
dalam penelitian ini, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data dan jenis
data, prosedur pengumupulan dan pengelolaan data serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menguraikan tentang
hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaturan Reforative Justice
pada Tindak Pidana Pencurian, serta Implementasi Restorative Justice di
Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten
Kuningan kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis
berdasarkan teori hukum yang relavan, dan memiliki keterkaitan dengan
tinjauan pustaka, serta menguraikan Tentang hasil penelitian atau
pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui
studi kepustakaan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

Bab V Penutup, Bab ini berisi penjabaran mengenai kesimpulan yang
disusun berdasarkan analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang telah
dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan yang diuraikan bertujuan untuk
memberikan gambaran akhir mengenai temuan penelitian dan menjawab
rumusan masalah secara jelas dan sistematis. Selain itu, bab ini juga
menyajikan saran-saran konstruktif yang ditujukan kepada pihak-pihak
terkait, dengan harapan dapat menjadi masukan yang berguna untuk
perbaikan, pengembangan, atau implementasi kebijakan dan praktik yang
relevan dengan topik penelitian. Saran-saran ini dirumuskan berdasarkan hasil
analisis data dan temuan di lapangan, sehingga diharapkan memiliki nilai

aplikatif dan dapat diterapkan sesuai konteks masing-masing pihak.



